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ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF DAN ISLAM

A. Pengertian Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah
tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum
Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar
hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga
diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum.*

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum
harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya
merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka
hukum akan kehilanfan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki
jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap
orang.

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya
permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan
nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu
yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional
sudah ada sebelum era hukum modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam.

Dalam hal ini aturan yang dijadikan pedoman adalah Al-Qur’an dan hadist

! W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka,
2006), 847
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sebagai dasar utama, disisi lain masih ada ketentuan-ketentuan lainnya,

misalnya, ijma’, giyas, dsb.

B. Macam-Macam Asas-Asas Dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah.
Fikih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang
dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil
hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan Hadist. Tindakan kriminal
dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum
serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari
al-Qur’an dan Hadist. Hukum Pidana Islam merupaka Syari’at Allah yang
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun
akhirat. 2

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas
dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang
mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau
norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan
ditegakkan olehpenguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak

tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam

? Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.
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peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum Barat melalui
asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia.
Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja
dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia itu sendiri dalam
masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat),
yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia dan
benda dalam masyarakat.

Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, di antaranya adalah
konsepsi Hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh
Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan
benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena
manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.
Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan
manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan
manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Sedangkan untuk tujuan Hukum Islam sendiri secara umum sering
dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia
di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang
bermanfaatmdan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak
berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam
adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual

dan sosial. Abu Ishag al Shatibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam,
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yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.®
Hukum Islam juga mengandung asas-asas, asas Hukum Islam berasal
dari sumber Hukum Islam terutama al-Qur’an dan Hadist yang
dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk
berijtihad. Asas-asas Hukum Islam banyak, disamping asas-asas yang berlaku
umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asanya sendiri-
sendiri. Asas-asas umum Hukum Islam adalah asas-asas hukum yang
meliputi semua bidang dan lapangan Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :
1. Asas Keadilan
Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas
dalam bidang Hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud,
sehingga Allah Swt. mengungkapkan di dalam al-Qur’an lebih dari 1.000
kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak
ayat al-Qur’an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan

menegakkan keadilan di antaranya adalah Surat Shadd ayat 26 :
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¥ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 42.



24

“Har Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa)
ai muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia
aengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkan kamu aari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang
sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka
melupakan hari perhitungan’”.

Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadian, menjadi
saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga
dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah

asas yang mendasari proses dan sasaran Hukum Islam.

. Asas Kemanfaatan

Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum,
seyogyanya dipertimbangkan kemanfaatannya, baik bagi yang
bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam
menerapkan ancaman hukum mati terhadap seseorang yang melakukan
pembunuhan, misalnya dapat dipertimbnagkan kemanfaatan penjatuhan
hukum itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukum
mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan
masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan
hukum mati lebih bermafaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau
saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman
danda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari al-

Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 178 yang berbunyi:



25

b o .
bl 40 ST JERT g ot K0 1,50 5

T s 2
N T At e £ - P A A SO P 11
S aell FLoB Ll al e od] (a0 ed (YL (215 25l

g

£

~ ] - A 7]
P - 8 P < wﬂ'

1 (g az8] ped Ba>13 3800 (it SIS i L o) 2D

/T/
& P [ RIS O

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka
Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah
(vang mema afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah
(vang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maafr dengan
cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas
sesuaah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Disamping asas-asas umum tersebut di atas, didalam hukum
pidana juga terdapat asas-asas hukum Islam. Di antaranya adalah :
a. Asas Legalitas
Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada
pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang
yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan surat al-Qashsash ayat 59
ayat ini mengatakan bahwa Allah tidak akan mengadzab siapapun
juga kecuali jika ia telah mengutus Rosul-Nya. Asas ini melahirkan
kaidah yang berbunyi, “tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan
manusia sebelum ada aturan hukumnya.*

b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

* Juhaya S. Praja,Filsafat Hukun Islam,(Bandung : LPPM- Universitas Islam), 115
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Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan
manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan
mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam
berbagai surat dan ayat di dalam al-Qur’an: surat al-An’aam ayat 165,
al-Faathir ayat 18, az-Zumar ayat 7, an-Najam ayat 38, al-Muddatsir
ayat 38. Sebagai contoh pada ayat 38 surat al-Muddatstir Allah
menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan,
dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat
oleh orang lain.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa
seseorang yang dituduh melakukan sesuatu kejahatan harus dianggap
tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan
menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari
ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas
larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah

disebutkan diatas tadi

C. Penjelasan Asas Kepastian Hukum dalam Islam dan Dasar Hukumnya
Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum

harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya
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merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka
hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki
jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap
orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling
bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh
masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan
adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan
masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan.
Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang
dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang
lain.”

Di samping itu kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi
anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau
penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.
Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan
hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian
hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan
undang-undang.®

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan

negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua

*Asas Kepastian Hukum. http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum.
Diakses pada tanggal 02 Januari 2017.
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unsur dalam paham negara hukum. Pertama, bahwa hubungan antara yang
memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan
berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang
memerintah. Kedua, bahwa norma objektif itu, hukum memenuhi syarat
bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan /dea
hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu
sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan
masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah
keadilan.” Demikian maka, pengertian negara berdasarkan hukum berarti
bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus
didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang
tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk
terhadap hukum.® Kepastian hukum merupakan suatu kebutuhan langsung
masyarakat.

Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam
Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan
dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur’an dan
Hadist.

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 15, Allah Swt berfirman:

® H. Ridwan Syahrani, Kata-Kata Kunci Mempelajari llmu Hukum, (Bandung: PT. Alumni, 2009),

124.

" Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994), 295.
& Jum Anggraeni, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha llmu, 2012), 37.
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“Barangsiapa yang berbuat sesual dengan hidayah (Allah), Maka
Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan
Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian)
dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang

lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang
rasul”.

Selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 95 terdapat ketegasan lllahi
yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu, yang
berbunyi:
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang
buruan, ketika kamu sedang irhram. Barangsiapa di antara kamu
membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan
binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan
aua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke
Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-
orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu,
supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah
memaatkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali
mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi
mempunyari (kekuasaan untuk) menyiksa”.

Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa asas kepastian yaitu tidak
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ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.’
Asas kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu
perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan
yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas

kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif).

D. Unsur-Unsur Hukuman dalam Islam
Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana
dalam Hukum Islam, diperlukan unsur formil, normatif dan moral sebagai
berikut:

1. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau Nash) yaitu, setiap
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat
dipidana kecuali adanya Nash atau Undang-Undang yang mengaturnya.
Dimana suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan
pelakunya tidak dikenai sanksi sebelum adanya peraturan. Sedangkan
unsur Formil dalam Syariat Islam lebih dikenal dengan istilah “Ar
Ruknasy-Syar’i”*°

2. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang

menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan

° Anwar Harjono, Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 155.
1% Siti Nuraini, Unsur-unsur Hukum Pidana Islam. http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-
law/2171324-unsur-unsur-tindak-pidana. Diakses pada tanggal 02 Januari 2017.
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hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur
materiil yang dalam Hukum pidana Islam disebut dengan “Ar-Rukun
Almadi” yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran
terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swit.

Unsur Moral, dalam syariat islam disebut “Ar-Rukun Al-Adabi” yaitu
kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata
mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini
disebut mukallat. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan
berakal sehat yang mana pelaku tindak pidana adalah orang yang dapat
dimintai  pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang
dilakukannya. Bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat
dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, anak-anak
dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu

diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi,

yaitu sebagai berikut :

1.

Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam
dapat dibedakan menjadi (a) jarimah hyadud, (b) jarimah gishask, dan (c)
Jjarimah ta’zig
Dari segi unsur niat, ada dua jarimah, yaitu (a) yang sengaja, dan (b)
tidak sengaja.

Dari segi cara mengerjakan, ada dua jarimah, yaitu (a) yang positif, dan
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(b) tidak sengaja.

4. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan
(b) kelompok.

5. Dari segi tabiat, jarimah terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan

(b) bersifat politik.



